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Abstrak: Artikel ini membahas tentang sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan. Penelitian ini
menggunakan 3(tiga) pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan
Kasus serta menekankan pada jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi
SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan sudah saling berkesinambungan, akantetapi adanya kelalaian dari
petugas yang diberikan wewenang dalam pencatatan, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam hal pencatatan
perkawinan.
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Pendahuluan

Pernikahan dapat dipandang dari dua perspektif utama: sebagai perintah agama dan
sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Dengan menikah, seseorang tidak
hanya mengikuti ajaran agama tetapi juga memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam
pandangan syafi’iyah, seperti yang dijelaskan dalam buku Amir Syarifuddin, pernikahan
sering didefinisikan sebagai akad atau perjanjian yang memperbolehkan hubungan
kelamin, menggunakan lafaz "na-ka-ha" atau "za-wa-ja". Menurut Amir Syarifuddin,

definisi ini mencakup tiga bagian utama:
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1. Pernikahan sebagai "akad", berarti sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang

menikah.

2. Pernikahan memperbolehkan hubungan kelamin antara calon pengantin pria dan wanita

setelah akad berlangsung.

3. Akad menggunakan kata "na-ka-ha" dan "za-wa-ja" yang juga berarti memperbolehkan

hubungan kelamin.

Dalam Islam, pernikahan merupakan kewajiban dan sunnah Rasul, yang merupakan
tindakan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Untuk
sahnya pernikahan, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(KHASANAH, n.d.):

1. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-

masing pihak.
2. Setiap pernikahan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
yang mengamendemen UU tersebut menjelaskan syarat-syarat pernikahan, yaitu(Rasyid &
Kuliah, n.d.):

1. Persetujuan dari kedua calon mempelai.

2. Izin orang tua jika calon mempelai belum berusia 21 tahun.
3. Tidak ada hubungan darah antara calon mempelai.
4

. Calon mempelai tidak sedang terikat pernikahan lain kecuali dengan izin pengadilan

untuk berpoligami.

Q1

. Tidak ada perceraian dua kali berturut-turut.
6. Janda harus telah melewati masa iddah.

Selain itu, Pasal 7 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
menetapkan bahwa(Selvia & Azkia, 2021):
1. Pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berusia minimal 19 tahun.
2. Jika ada pengecualian umur, orang tua calon mempelai dapat meminta dispensasi dari

pengadilan dengan alasan mendesak yang disertai bukti yang cukup.

Pendaftaran pernikahan dilakukan untuk menghindari pembatalan pernikahan. Pasal
22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika
syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi. Beberapa kasus pembatalan pernikahan
disebabkan oleh kesalahan administrasi, di mana pasangan suami istri menyalahgunakan

data kependudukan dengan memalsukannya agar pernikahan mereka diakui sah secara
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hukum. Masalah ini muncul akibat kurangnya sinkronisasi antara instansi yang
bertanggung jawab atas administrasi kependudukan dan Kantor Urusan Agama yang

berwenang dalam urusan pernikahan(Rismawaty et al., 2021).

Putusan 1428/Pdt.G/2021/PA.Jbr. merupakan salah satu kasus pembatalan
perkawinan, dilakukan dengan menyalahgunakan data perseorangan kependudukan.
Kasus ini terjadi pada salah satu pasangan suami istri yang digugat oleh KUA Kecamatan
Tanggul, terhadap Tergugat I , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal Jalan Plalangan, Dusun Jumbatan, RT.05, RW. 12, Desa , Kecamatan ,
Kabupaten Jember,sebagai Termohon I; Tergugat II , umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Plalangan, Dusun Jumbatan,
RT.05, RW. 12, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember, sebagai Termohon II(Mahyuni &
Anggraeini, 2020).

Kronologis yang terjadi bahwa saat terjadinya pernikahan Termohon I mengaku
berstatus jejaka, dengan alamat tempat tinggal di dusun Karang anom, RT.001, RW.008,
desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Termohon II mengaku
berstatus perawan, dengan alamat/tempat tinggal di JI. Pelalangan, dusun Jumbatan,
RT.005, RW.012, desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Atas dasar
pemeriksaan identitas ternyata termohon I adalah WNA dan bukan WNI serta sudah
menikah. Demikian juga termohon II berdasarkan identitas aslinya adalah berstatus sudah
menikah. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan pemalsuan identitas.
Pemalsuan identitas ini dapat dibuktikan oleh pemohon berupa identitas KTP, surat dari
Disdukcapil setempat, kantor KUA tempat berlangsungnya pernikahan termohon

sebelumnya dan berbagai identitas lainnya serta saksi-saksi(Mulyadi, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti
membahas suatu masalah dengan menggunakan aturan hukum serta menerapkan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji
aturan-aturan hukum formal seperti Undang-Undang dan literatur yang memiliki konsep
teoritis terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan
meliputi Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan

Kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder(Putra, 2022).

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024 40f9

Hasil dan Pembahasan

1. Ketidaksesuaian Data Kependudukan Pada Dispendukcapil

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 yang mengubah
Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, data
kependudukan mencakup data pribadi dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai
hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data yang terstruktur ini
tersusun dengan rapi, tersimpan dengan baik, dan terjaga keasliannya. Namun, tidak
menutup kemungkinan bahwa data terstruktur ini bisa tidak sesuai dengan data pribadi
seseorang dalam kehidupan sehari-hari, karena adanya peristiwa penting yang
menyebabkan perubahan data pribadi tersebut yang mungkin tidak tercatat(Irisna et al.,
2022).

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 mendefinisikan peristiwa
penting sebagai kejadian yang dialami seseorang, seperti kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Peristiwa penting yang
paling rentan mengalami perubahan dan sering tidak tercatat adalah perkawinan,
terutama jika dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang karena salah satu pihak
masih berstatus suami/istri orang lain(Arianto, 2023).

Untuk mengetahui adanya peristiwa penting yang menyebabkan perubahan data
kependudukan seseorang, terdapat instansi pelaksana atau pejabat pencatatan sipil yang
berwenang memberikan layanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada satuan
kerja khusus seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan yang bertugas
mencatat administrasi kependudukan terkait nikah, talak, cerai, dan rujuk, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No 24 Tahun 2013(B, 2021).

Setelah proses pelayanan dilakukan dan peristiwa penting terjadi, pejabat
pencatatan sipil dan pejabat perwakilan Republik Indonesia yang berwenang harus
mencatatnya dalam register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta
pencatatan sipil. Kutipan ini mencakup jenis peristiwa penting, NIK dan status
kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal
peristiwa, tempat dan tanggal penerbitan akta, nama dan tanda tangan pejabat
berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan dengan data dalam register akta
pencatatan sipil, sesuai Pasal 66 hingga Pasal 69 Undang-Undang No 24 Tahun 2013.
Namun, KUA Kecamatan tidak dapat menerbitkan akta pencatatan sipil; mereka hanya

mencatat peristiwa perkawinan dan melaporkannya kepada instansi pelaksana untuk
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dicatat dalam database kependudukan, sesuai Pasal 68 Perpres Nomor 25 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sering kali terdapat ketidaksesuaian antara data kependudukan yang tercatat
dalam akta pencatatan sipil dan fakta di masyarakat. Misalnya, seseorang mungkin
menyalahgunakan data kependudukan untuk kepentingan pribadi. Contohnya, dalam
Putusan 1428/Pdt.G/2021/PA.Jbr, kedua pihak mempelai memalsukan identitas
kependudukan untuk melaksanakan perkawinan yang sah dan memiliki kepastian
hukum(Dewi et al., 2022).

Mengacu pada Putusan 1428/Pdt.G/2021/PA.Jbr dan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, ketidaksesuaian data kependudukan
dalam akta pencatatan sipil dapat disebabkan oleh dua faktor: kesalahan penulisan
redaksional dan kesengajaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain.
Kesalahan penulisan redaksional dapat diperbaiki sesuai Pasal 71 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013, sedangkan ketidaksesuaian data yang disebabkan oleh
penyalahgunaan data hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013(Sidebang, 2021).

2. Ketidaksesuaian Data Kependudukan Pendaftaran Perkawinan di KUA (Kantor

Urusan Agama)

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah
muamalah. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah
pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat (mitssaqan ghaliza) untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk

menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Agar suatu perkawinan dapat dianggap sah dan memiliki kepastian hukum, harus
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernikahan yang sah
adalah pernikahan yang diakui legalitasnya oleh negara, dan legalitas ini hanya dapat
diperoleh jika pernikahan tersebut telah dicatatkan. Pencatatan dilakukan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) yang berwenang dalam administrasi perkawinan bagi umat

Islam.

Pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan meliputi beberapa tahap: pendaftaran
kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah,
pelaksanaan nikah, dan penyerahan buku nikah. Pada tahap pendaftaran, calon

pengantin wajib mengisi formulir permohonan secara tertulis dan melampirkan berbagai
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persyaratan, seperti surat pengantar nikah dari desa/kelurahan, fotokopi akta kelahiran
atau surat keterangan kelahiran, fotokopi KTP, dan fotokopi kartu keluarga, sesuai
dengan Pasal 2 hingga Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang

Pencatatan Perkawinan.

Aplikasi SIMKAH dapat mengurangi ketidaksesuaian data perkawinan karena
salah satu fungsinya adalah verifikasi data calon pengantin sebelum pernikahan
dilaksanakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, petugas pencatat perkawinan akan
menolak, sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Namun, jika pernikahan sudah sah dan memiliki kepastian hukum, pernikahan tersebut
harus dibatalkan melalui pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Meskipun aplikasi SIMKAH dapat meminimalisir ketidaksesuaian data

perkawinan, ketidaksesuaian masih terjadi, baik dalam penulisan redaksional pada buku
nikah dan akta nikah maupun kesalahan digital dalam aplikasi SIMKAH. Menurut Pasal
36 hingga Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan, kesalahan pada buku nikah, akta nikah, dan kesalahan
digital pada SIMKAH dapat diperbaiki.

Pasal 36 dan Pasal 37 menjelaskan bahwa kesalahan digital atau manual pada
buku nikah dapat diatasi dengan penggantian buku nikah, yang secara otomatis akan
memperbaiki kesalahan digital pada SIMKAH. Namun, karena keterbatasan buku nikah,
perbaikan dilakukan dengan mencoret kesalahan dengan dua garis, menulis perbaikan
dengan huruf kapital, dan kepala KUA membubuhkan paraf dan cap dinas pada kata
yang dicoret, tanpa mengganti buku. Pasal 38 ayat (2) menjelaskan bahwa perubahan
data pribadi dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Meskipun pengaturan ketidaksesuaian data kependudukan dalam pendaftaran
perkawinan sudah diatur, masih ada ketidaksinkronan antara Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen
Nikah Berbasis Website Pada KUA Kecamatan dan Peraturan Menteri Agama No 20
Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Kedua aturan tersebut mengatur
pendaftaran nikah, tetapi Keputusan Menteri Agama mengatur pendaftaran nikah secara
digital melalui aplikasi SIMKAH, sementara Peraturan Menteri Agama mengharuskan
pendaftaran nikah secara tertulis dengan melampirkan persyaratan administrasi.

Ketidaksinkronan ini memerlukan ketelitian lebih dari petugas KUA untuk memastikan
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data calon pengantin sesuai dengan kenyataan, karena pembuktian secara digital belum
sempurna mengingat masih adanya pendaftaran perkawinan secara tertulis atau non-

digital.

Simpulan

Bahwa sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan sudah saling
berkesinambungan dan dapat meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian data
perkawinan. Akan tetapi, adanya faktor kesengajaan yang dilakukan untuk kepentingan
pribadi, sehingga segala cara dilakukan dan terciptalah data yang tidak sesuai dengan fakta.
Selain itu adanya faktor ketidaksengajaan atau kurang teliti, dilakukan oleh petugas yang
diberi wewenang dalam pencatatan perkawinan, menambah resiko terjadinya kesalahan.
Dengan adanya faktor tersebut mempersulit pembuktian atas kebenaran data-data yang
seharusnya otomatis dilakukan secara digital, namun pembuktianya harus melibatkan
pihak pejabat yang berwenang untuk melakukan pembuktian secara tertulis atau non
digital, maka dengan demikian dapat memberikan celah timbulnya kesalahan data atas

faktor kesengajaan dan atau ketidaksengajaan yang dilakukan pihak pejabat.
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